
BUPATI PINRANO 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATIJRAN BUPATI PINRANO 
NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANJSASI, TUGAS DAN FUNOSI SERT A TATA 
KERJA DJNAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULlURA 

DENOAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugaa dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan 
Hortikultura telah ditetapkan dengan Pcraturan Bupati 
Pinrang Nomor 66 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Tanaman Pangan dan HortikuJtura; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebaga.imana dimaksud 
dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan 
pcrkembangan dinamika pcnyelenggaraan 
pcmerintahan daerah sena pcrkembangan peraturan 
perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan 
tug.es dan fungsi Dmaa Tana.man Pangan dan 
Hortikultura, sehingga perlu digantl; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebageimana 
dimak:sud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
mcnetapkan Peraturan Bupati tcntang Kedudukan, 
Suaunan Organisaai, Togas dan F\.mpi serta Tata 
Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801 ); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarant 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomoc 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubQh beberapa kali, terakhir 
dengan U11dang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penctapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menja.di Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). t 
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MEMUTIJSKAN : 

PERA1URAN BUPATI TENTANG KEDUDUK.AN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TI.JOAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA 
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adala.h Kabupalen Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretans Daerah adalah Sekretaria Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Pinrang. 
6. Kepala Dinaa adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

Kabupatcn Pinrang. 
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kcwenangan menetaplcan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di inatanai pemerintah 
9C8uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adala.h 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah isblah kelompok profeai be.gi pegawai­ 
pegawai yang bekerja pada lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat Pye adalah pejabat 
yang mempunya.i kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai 
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungaional adalah kelompok jabatan yang beriai 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan ketcrampilan tenentu. 

12. Togas adala.h lkhtisar dari keseluruhan tu gas jabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah papa.ran atau bentangan atas aemua tugasjabe.tan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan 

BAB II 
KEOUDUKAN 

Pas.al 2 
Dinas sebagaunana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepa.Ja 
Dinas yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pa,aJ 3 
(IJ Suaunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
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b. Sekretariat terdiri atas: 
I. Subbagian Program; 
2. Subbagian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum; dan 
3. Subbaglan Kcuangan. 

c. Bidang Prasarana dan Sarana; 
d. Bidang Tanaman Pangan; 
c. Bidang Hortiku!tura; 
r. Bidang Penyuluhan; dan 
g. Kclompok Jabatan F'ungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisaai Dinas sebagaimana pada ayat (IJ tercantum 
dalam lampiran yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati int. 

BABIV 
TUOAS, F'UNGSJ DAN URMAN TI.JOAS 

Bagian Kcsatu 
Kcpela Dinas 

Pasal 4 
(I) Kcpala Dinaa mempunyai tugas membantu Bupati mcnyclcnggarakan 

Uruaan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang 
mcnjadi kewcnangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan 
olch Bupati kepadanya. 

(2) Untuk mclaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat {I), 
Kcpala Dinas mcnyclengg.arakan fungsi: 
a. perumusa.n kebijakan urusan pemcrintahan btdeng Ta.naman Pangan 

dan Hortikultura; 
b. pclaksanaan kcbijakan uru:,an Pemcrintahan bidang Tanaman 

Pangan dan Hortikultura; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; 
d. pclakaanaan Administraai Dinaa;dan 
e. pcnyelenggaraan fungsi lain yang dibcrikan oleh pimpinan sesuai 

dengan rugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tu gas Kepa.la Dinas acbagaimana dimakaud pada ayat (I), 

mcJiputi: 
a. menyusun rencana kegiatan dinas aebagai pedoman dalam 

pclakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan membcri petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengcvaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengctahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikutl rapat-rapet acsuai bidang tugaanya; 
r. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, Renca.na Kerja dan 

Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
g. merurnuskan kebijakan teknis dibidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 
h. mengoordinir Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masye..rakat dalam 

lingkup Dinaa; 
i. melakukan koordina.si dan konsultasi dengan Kementerian, 

Pemenntah Provinei dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerjat 
�rka.it dalam. rangka kelancarnn tugas; 
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j. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas; 
k. membina pclakaanaan Sistc:m Pengendahan Jntem Pemerintah Lingkup Dinas; 
I. mengoordtmr penyusunan Leporan Kinerja lnstanlli Pemerintah Dmaa; 

m. melakukan pembinaan terhadap penyuaunan Standar Operasional 
Proscdur dalam !ingkup Dinaa; 

n. menyclenggare.kan monitoring, evaluaai dan pengawaaan 
pcnyelcnggaraan kebijakan teknia di Bidang Prasarana dan Sarana, 
Tanaman Pangan, Hort:ikultura dan Penyuluhan; 

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan Jembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemcrintahan bido.ng Pertanian; 

p. mcnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesua:i kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyusun laporan haail pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertirnbangan kcpada Atasan aebagai behan 
perumuaan kebijakan; dan 

r. menyclenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pa..i s 
(I) Sekretariat dipimpin olch Sekret&ris yang mempunyai tugaa membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinaai kegiatan, memberikan 
pela,yanan teknis dan administrtl..ai penyusunan program, pelaporan, 
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekn:taris menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian pelaksansan tugas dalam lingkup Dinas; 
b. pengoordinaaian penyuaunan program dan pelaporan dalam lingkup 

Oinas; 
c pengoordinasian urusan Umum, Kepegawaian, dan Hukum dalam 

lingkup Dinas; 
d. pengoordinasian pengelolaan adm1nistraai keuangan dalam lingkup 

Dinas; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang dtberikan oleh pimpinan !JC3uai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Umian tuga.s Sekretaris sebagaimana dimaksud pad a ayat (I), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan dinas aebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugaa; 

b. mendistribusikan clan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti mpat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Kepa.la Dinaa merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Oinaa; 
g. melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas; 
h. menyu,un dan membua< Lepcran Klnerja Instanai 11'merintah Dina�\ 
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j. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas; 
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Proscdur dalam !ingkup Dinaa; 
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pcnyelcnggaraan kebijakan teknia di Bidang Prasarana dan Sarana, 
Tanaman Pangan, Hort:ikultura dan Penyuluhan; 

o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan Jembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemcrintahan bido.ng Pertanian; 

p. mcnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesua:i kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyusun laporan haail pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertirnbangan kcpada Atasan aebagai behan 
perumuaan kebijakan; dan 

r. menyclenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
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lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti mpat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Kepa.la Dinaa merumuskan dan menetapkan Rencana 
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i. mengoordinasikan dan melaksanakan pcnyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian dan eva.luasi serta pelaporan kinerja Dinaa; 

j. mengoonhnasikan dan melaksanakan pela,yanan administrasi umum, 
kepegawaian dan hukum daJarn lingkup Dinaa; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pclayanan administras1 
keuangan; 

I. menyclenggarakan dan mcngoordinaaika.n administrasi pcngadaan, 
pemelihara.an dan penghapusan ba.rang; 

m. mengoordinas1kan clan memfasilitasi kegiatan organisasi dan 
tatalaksana; 

n. menyusun dan melakaanakan Standa.r Pclayanan dalam Lingkup Dinas; 
o. mengoordinir Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Refomuui 

Birokrasi dalrun lingkup Dinas; 
p. menyelenggarakan fungsi sebagai Pejaba.t Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi Dinas; 
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tuga.s Sekretariat dan 

memberikan saran pertimbangan kepada pimpman sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

r. rnemfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
dalam lingkup Dinu; 

a. menyuaun Standar Operasiona.l Prosedur seauai Rincian tugaa dan 
melakukan evaluasi Standar OperasionaJ Proaedur dalam linglrup 
Dinas; 

t, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyclenggaraan kebijakan telmis di Bidang Prasarana dan Sarana, 
Tana.man Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan; 

u. menginventarisasi dan mengkaji permaaalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

v. Menyclenggarakan monitoring, evaluaai dan pelaporan hasil 
pelaksanun kegiatan; 

w. menyelenggarakan koordmaai dan konaultaai dengan Jembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pertanian; 

x. menyuaun laporan haail monitoring, evaluas1 dan pengawasan 
penyelengga.ra.an kebijakan teknis di Bidang Praaarana dan Sarana, 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan; 

y. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai ba.han 
perumusan keb1jakan; dan 

aa.melaksanakan tugae kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf I 
Subbagian Program 

Pa,aJ 6 
(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepe.ta Subbagian Program yang 

mempunyai tugas membantu Bekretaria dalam mengumpulkan bahan 
dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan penyusunan f 1aporan. I 
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(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Program scbagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program eebagal pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksa.naan tugas; 
e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Dmas untuk mengetehur perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyuaun ranea.ngan, mengorekai, memaraf dan/atau 

menandatanganl naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya; 
r. membantu Sekretaris merumuskan Rencana Strategis dan Rencana 

Kcrja Dinas; 
g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasl program 

dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evalua& 

kinerja; 
i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja Dinaa; 
j. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kincrja Tahunan 

dalam lingkup Dinas; 
k. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugs.a Subbagian Program dan 

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

I. melaksanakan penyiapan bahan dan penyuaunan Rencana Kerja 
Angganm dalam lingkup Dinas; 

m. menyuaun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 
mclakukan evaluasi Standar Opcrasional Prosedur; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penga.wa.san 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbaglan Program, 

o. menginventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tuga.snya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

p. melaksanakan koordinaai dan konsultaai denga.n lembaga. 
pemerintah dan non pemerintah dala.m rangka penyelengga.raan 
urusan Pemerintahan bidang Pertanian; 

q. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggeraan kebiJa.kan teknia di Bidang Subbagian Program; 

r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undanga.n; 

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tuga11 Kepa.la Dinas dan 
membenkan saran pertimbe.ngan kepada Atasan sebaga.i bahan 
perumusan kebija.kan; dan 

t. melaksanakan tugu kedmaaan ]run yang diperintahkan ataaan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

"'"""""' Subbagian Umum, Kepega.waian dan Hukum 

Paaa.l 7 
(IJ Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum yang mcmpunyai tugas 
membantu Sekretaria mengumpulkan ba.han dan melakukan urusan 
ketatausahaan, adminiatrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan be.rang, urusan rumah tangga serta mengelo� 
administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingk.up Dinas. 

\ 
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(2) Uraian tugaa Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi: 
a. menyu1un rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum eebagar pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendisbibusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dina.s untuk mengetahui perkemba.ngan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
t. menyusun Standar Operasional Prosedur aesuai rincian tugaa dan 

melakukan evaJuasi Standar Operasional Pioacdur; 
g. melaksanakan dan mengcvalua.si pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat dalam lingkup Dinas; 
h. membantu Sekretar:is menyusun dan membuat laporan Analisis 

Jabatan, Analisis Bcban Kerja dan Evaluasi Jabatan lingkup Oinas; 
i. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenienya; 
J. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas maauk 

dan keluar; 
k. melakukan pengek>laan arsip naskah dinas; 
I. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pcngadaan, 

pcndistribusian, pcmeliharaan, inventanaasi dan pcnghapusan 
barang; 

m. menyiapkan bahan d.an mcnyusun daftM inventarisasi ha.rang scrta 
menyusun laporan barang inventaris; 

n. mclakukan, mcnyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan 
rumah tangga Dinas; 

o. menyiapkan bahan penyusunan StandllJ" Pela,yanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas; 

p. mengoordinasikan dan mclakukan pcngumpulan, pcngolahan, 
pcnyajian data dan informasi scrta FaS11itasi Pela,yanan lnformasi dan 
Pengaduan da!am lingkup Dinas; 

q. menyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi 
pclaksanaan Sistcm Pengendalian Intern Pemerintah dalarn lingkup 
Dinas; 

r. mempcrsiapkan dan mengoordina.sikan pclaksaanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kchumasan, dan keprotokolan: 

s. menyiapkan bahan, menghimpun dan menge!ola data kehadiran 
pegawai; 

t. mengoordinasikan d.an memfasilitasi administrasi aural tugas dan 
pcrjalanan dinas pcgawai; 

u. menyiapkan bahan, mengoordinaaikan dan memfaailitasi kegiatan 
organisaai dan tatalaksana: 

v. mclaksanakan pengumpulan bahan Pe!aksanaan Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Refonnasi Birokra.si dalam lingkup Dinas; 

w menyiapkan bahan d.an mengelola administrasi kepcgawaian dalam 
lingkup Dinas: 

x. menyusun rencana kebutuhan pengemba.ngan Sumber Daya 
Manusia Aparatur dalam lingkup Dinas; 

y. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembmaan, peningkatan 
kompetcnsi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam 
lingkup Dinas; 

z. menyiapkan bahan dan mengoordinssikan adminiatrasi penyusun8\ produk hukum dalam lingkup Dinas; 

1 

. 8 . 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi: 
a. menyu1un rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum eebagar pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendisbibusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dina.s untuk mengetahui perkemba.ngan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
t. menyusun Standar Operasional Prosedur aesuai rincian tugaa dan 

melakukan evaJuasi Standar Operasional Pioacdur; 
g. melaksanakan dan mengcvalua.si pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat dalam lingkup Dinas; 
h. membantu Sekretar:is menyusun dan membuat laporan Analisis 

Jabatan, Analisis Bcban Kerja dan Evaluasi Jabatan lingkup Oinas; 
i. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenienya; 
J. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas maauk 

dan keluar; 
k. melakukan pengek>laan arsip naskah dinas; 
I. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pcngadaan, 

pcndistribusian, pcmeliharaan, inventanaasi dan pcnghapusan 
barang; 

m. menyiapkan bahan d.an mcnyusun daftM inventarisasi ha.rang scrta 
menyusun laporan barang inventaris; 

n. mclakukan, mcnyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan 
rumah tangga Dinas; 

o. menyiapkan bahan penyusunan StandllJ" Pela,yanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas; 

p. mengoordinasikan dan mclakukan pcngumpulan, pcngolahan, 
pcnyajian data dan informasi scrta FaS11itasi Pela,yanan lnformasi dan 
Pengaduan da!am lingkup Dinas; 

q. menyiapkan bahan, mcngoordinasikan dan mcmfasilitasi 
pclaksanaan Sistcm Pengendalian Intern Pemerintah dalarn lingkup 
Dinas; 

r. mempcrsiapkan dan mengoordina.sikan pclaksaanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kchumasan, dan keprotokolan: 

s. menyiapkan bahan, menghimpun dan menge!ola data kehadiran 
pegawai; 

t. mengoordinasikan d.an memfasilitasi administrasi aural tugas dan 
pcrjalanan dinas pcgawai; 

u. menyiapkan bahan, mengoordinaaikan dan memfaailitasi kegiatan 
organisaai dan tatalaksana: 

v. mclaksanakan pengumpulan bahan Pe!aksanaan Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Refonnasi Birokra.si dalam lingkup Dinas; 

w menyiapkan bahan d.an mengelola administrasi kepcgawaian dalam 
lingkup Dinas: 

x. menyusun rencana kebutuhan pengemba.ngan Sumber Daya 
Manusia Aparatur dalam lingkup Dinas; 

y. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembmaan, peningkatan 
kompetcnsi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam 
lingkup Dinas; 

z. menyiapkan bahan dan mengoordinssikan adminiatrasi penyusun8\ produk hukum dalam lingkup Dinas; 

1 



. 9. 

aa. mengumpulkan ba.han, mengoordmastkan dan menindakla.njuti laporan hasil pemeriksa.an dalam lingkup Oinas; 
bb. menyusun Jsporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, 

Kepegawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan 
kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

cc. melaksanakan monitoring, evalus.si dan pengawaaan 
penyelenggaraan kcbijakan teknis di Bidang Subbagian Umum, Kcpegawaian dan Hukum; 

dd. mcnginventarisaai dan mengkaji permasalahan yang bcrhubungan 
denga.n bidang tugaanya dan menyiapkan bahan petunjuk pcmecahan masalah; 

ee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pcmcrintah dalam rangka penyclenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pertaman; 

fT. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undanga.n; 

gg. menyusun laporan hasil pel.aksanaan tugas Kepala Oinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

Paragraf3 
Subbagian Keuangan 

tu gas; 

...... 
(1) Subbagian Keuanga.n dipimpin oleh Kepala Subbagian Kcuangan 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan melakukan pengelolaan admimstra.si dan pelaporan keuanga.n 
dalam lingkup Dinas. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuanga.n sebag.aimana dimaksud pada 
ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan scbagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawa8l dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk menget&hui perkembangan pelaksanaan 

pengeluaran 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
r. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 

Rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Opcrasional 
Prosedur; 

g. membantu Sekretans menyiapkan bahan, mcnyusun dan 
merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lingkup Dinas; 

h. mengumpulkan bahan, mengoordina.sikan dan menyusun rencana 
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyekst pendapatan sebagru bahan penyuaunan anggaran 
Dina.s; 

l. melakukan vcrifikasi kelengkapan adm1niatra.si penatausahaan 
keuanga.n Dina.a.; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi 
penerimaan keuanga.n dalarn lingkup Dmaa; 
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k. menyiapkan bahan dan menyusun Japoran keuangan dalam lingkup Dtnaa; 
I. menyuaun rcalisaai perhitungan anggaran dalam hngk:up Dinaa: 
m. mengevaluaai pelaksanaan tugaa bendaharawan dalam lingk:up Dinas; 
n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan clan menindaklanjutl 

laporan ha1il pemeriksaan keuangan dala,n lingkup Dinaa; 
o. melaksanakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan tekn.is di Bidang Subbagian Keuangan; 
p. menginventansasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

q. melakaanakan koordinasi dan konaultasl dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pertanian; 

r. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbagian Keuangan; 

a. menilai ldnerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertirnbangan kepada At.as.an :,ebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

u. mclaksanakan tugaa kcdinasan lain yang diperintahkan ataaan 
acsuai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Kctiga 
Bidang Praaarana dan Sar-a.na 

Pa"'1 9 
(1) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin olch Kcpala. Bidang Prasarana 

dan Sarana yang mcmpunyai tugas mclaksanakan penyuaunan, 
pelaksanaan kcbijakan dan pembcrian bimbingan tcknia, acrta 
pcmantauan dan cvaluaai di bidang praaarana dan sarana pertanian. 

(2/ Untuk mclaksana.kan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Kcpala 
Bidang Prasarana dan Sarana menyclenggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan kcbijakan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan 

Bidang Prasarana dan Sarana; 
b. pembinaan, pcngoordinasian, pengendalian dan pcngawasan program 

dan kegiatan Bidang Prasa.rana dan Sarana; 
c. pelakaanaan monitoring, evaluasi serta pelaparan kegiatan tugas 

Bidang Prasarana dan Sarana; dan 
d. pcnye\engga.raan rungsi lain yang dibcrikan olch pimpinan sesuai 

dcngan tu gas dan fungainya. 
(3) Uraian tugas Kcpala Bidang Prasarana dan Sarana scbagaimana 

dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kcgiatan Bidang Prasarana dan Sarana sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 
b. mendistribualkan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. mcmantau, mengawe.si dan mcngcvaluasi pelaksa.naa.n tugas dalarn 

lingkungan Dinas untuk mcngetahui perkcmbangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mcngoreksi, 
menandatangani naakah dinas; 

c. mengikuti rape.t-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyelenggarakan penyedia.an dukungan infrastruktur pertanian; t 

dan/atau m,marar 
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g. mengcmba.ngkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian; 
h. menyelenggaraka.n penyediaan, pengawaaan, dan bimbingan 

penggunaan pupuk, pestisida, aerta als.t dan meein pertanian; 
i. melakukan pernantauan dan evalua.si di bidang sarana clan prasarana pertanian; 
J. menyelenggarakan penyediaan, pengawaaan, dan bimbingan 

penggunaan pembiayaan dan investa1i pertanian; 
k. menyuaun Standar Operaaional Proaodur aeauai Rincian tugaa dan 

melakukan evaluaei Standar Operasional Prosedur; 
I. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana; 
m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pertaman; 
n. menyuaun la.poran hasil monitoring, evaluasi dan pengawaaan 

penyelenggaraan kebijakan tekn1s di Bidang Pl"aaarana dan Sarana; 
o. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara aesuai ketentuan 

Peraturan Per Undang-undangan; 
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa.la Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Tan.aman Pangan 

Pasal 10 
(I) Bidang Tanaman Pangan diptmpin oleh Kepala Bidang Tana.man Pangan 

yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan 
kebijakan, dan pemberian bimbingan tekni1, aerta pemantauan dan 
evaluaai di bidang tanarnan pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas aebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Tana.man Pangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Program dan kegiatan 

Bidang Tanarnan Pangan; 
b. pembinaan, pengoord.inasian, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan Bidang Tana.man Pangan; 
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas 

Bidang Tanarnan Pangan; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tuga1 dan fungsinya. 
(JJ Ura.ian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimakaud 

pada ayat (1), meliputi 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanarnan Pangan sebagai 

pedoman daJam pelakaa.naan tugas; 
b. mendistribuaikan dan memberi petunjuk pelakaa.naan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tU&lUI dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pe!aksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugasnya; 

dan/atau 
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e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugasnya; 

dan/atau 
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f. menyusun Standar Operasional Plosedur sesuai Rincian tugas dan 
mclakukan cva1uasi Standar Opcrasiona1 Prosedur; 

g. mcnyclenggarakan penyusunan rencans kebuluhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan; 
h. menyclcnggarak:an pengawasan mutu dan peredara.n bcnih di bidang tanaman pangan; 
i. menyclcnggarakan pemberian bimbingan pencrapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan; 
j. mclakaanakan bimbingan pasca.pancn, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan; 
k. mcnyelcnggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman 

pe.ngan; 
I. mcnyusun !aporan hasil pemantauan dan cvaluasi di bidang 

ta.naman pangan; 
m. mcnyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan tcknis di Bidang Tanaman Pangan; 
n. menyclenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Iembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyclenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pcrtanian; 
o. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasr dan pengawasan 

penyclenggaraan kebijakan teknis di Bidang Tana.man Pangan; 
p. mcnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketcntuan 

Peraturan Per Undang-undangan; 
q. mcnyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Dinas dan 

membcrikan saran pertimbangan kcpada Atasan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

r. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Hortikultura 

Pasal 11 
(l) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kcpala Bidang Hortilrultura yang 

mcmpunyai tugas mclaksanakan penyusunan, pelaksanaan kcbijakan, 
dan pemberian bimblllgan teknis, serta pemantauan dan cvaluasi di 
bidang hortikultura. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Kepala 
Bidang Hortilrultura menyclcnggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan kcbijakan tcknis pcnyclenggaraan program dan kcgiatan 

Bidang Hortikultura; 
b. pcmbinaan, pcngoordinaaian, pcngcndalian dan pcngawaaan program 

dan kegiatan Bidang Hortikultura; 
c. pelaksanaan monitoring, cvaluasi scrta pelaporan kegiatan tuga.s 

Bidang Hortikultura; dan 
d. penyclcnggaraan fungsi lain yang diberika.n olch pimpinan sesuai 

dcngan ruga, dan rungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Hortikultura aebe.gaimana dimaksud pad.a 

ayat fl), mcliputi: 
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lingkungan Dinas untuk mengctahui perkcmbangan pelaksanaant 
tu gas; \ 
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d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikut:i rapat·rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Hortikultura: 
g. menyelenggarakan pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Hortikultura; 
h. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan pcnin&katan 

produksi di Bidang Hortikultura; 
1. menyelenggarakan bimbingan paecepenen, pengolahan dan 

pemasaran haail di Bidang Hortikultura; 
J. menyelenggarakan pemantauan dan evaluaai di Bidang Hortikultura; 
k. menyuaun laporan haail pemantauan dan evaluasi di Bidang Hortikultura; 
I. menyusun Standar OperaaionaJ Proscdur sesuai Rincian tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Ptm:Jur; 
m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawa.sa.n 

penyelenggaraan kebijllkan teknia di Bidang Hortikultura; 
n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara.an 
urusan Pemerintahan bidang Pertanian; 

o. menilai kinerja Pegawa.i APflratur Sipil Negara seaua.i ketentuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

p. menyuaun laporan haail pelaksanaan tugaa Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepa.da Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. melaksa.nakan tugaa kedinasan la.in yang diperintahkan atasan 
seauai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Penyuluhan 

Pasal 12 
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f. menyelenggarakan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekaniame, tata kerja, metode penyuluhan pertanian; 
g. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, pengernaaan dan 

penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama; 
h. menyelenggarakan pengolahan kelembe.gaan dan ketenagaan; 
i. menyelenggarakan pembetian fasilitasi penumbuhan dan 

pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama; 
j. menyelenggarakan peningkatan kapasitas penyuluh ASN (Aparatur 

Sipil Negara), swadaya, dan swasta; 
k. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama 

penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklbn; 
I. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan 

pertanian dan agribisnis; 
m. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluaai di bidang penyuluhan pertanian dan e.gribisnis; 
n. menyusun Standar Operasional PiO&edur seauai Rincian tugaa dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
o. menyelenggarakan monitoring, evaluaS! dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan; 
p. menyelenggarakan koordina.!li dan konaultasi dengan !embaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pcmerintahan bidang Pertanian; 

q. menilai lcinerja Pegawai Apara.tur Sipil Negara scsuai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. mcnyuaun laporan basil pelakaanaan rugas Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

s. melak:sanakan tugas kedinaaan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 13 
(I) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat membentuk sejumlah 

kelompok jabatan fungsional dan pelakaana scauai dengan kebutuhan 
dan benlasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelak:sana sebagaimana dimakaud 
pada ayat (1) melaksanakan tugaa eeeuar dcngan bidang jabatan 
rungaional dan pelakaana maaing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
aistem kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

11 J 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Togas dan Fung:st 

Paaal 14 
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugaa dan fungsinya berdasarkan 
kebijakan umum yang ditetapkan oleh Sups.ti sesuai dengan ketentuan& 
peraturan perundang-undangan; 

, 
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(2) Kepala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagisn, Pejabe.t 
Funpional, dan Pelakaana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas 
dan rungsi ae,uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
eerte menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, 
sinkronisasi, simplifikaai, akuntabilitas, tra.nsparansi, serta efektifitas 
dan efisienai, &esuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ Undangan; 

(3) Kepala Dinas, Sektttaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam 
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terkalt dalam rangka meningkatkan kinerja 
dan memperlancar pelakaanaan tugas dan rungsi Dinas. 

Bagian xedua 
Pengcndalian dan Evaluasi, aena Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 15 
(I) Kepa1a Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 

lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi aecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dina,, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan PelakM.na da.lam lmgkunga.n Dmas wajib mematuhi 
petunjuk dan ara.han pimpman, serta menyamperkan laporan secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing-maaing; 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan dalam 
lingkungan Dinas melakaanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTI.JAN PERAUHAN 

Pasal 16 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungai serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Serita 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 66), tetap berlaku sampai 
dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang sistem kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VI 
KETEN11JAN PENUTI.JP 

Pua] 17 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Serita Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak\ berlaku. 
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l'a,aJ 18 
Pcraturan Bupa.ti ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada Ulnggal � )'u,lo·, · z.ol� 

BUPATI PINRANO, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal oG � '10P, 

SEKRETARJS DA.ERAH KABUPA.TEN PINRANG, 

BU A A 

BERJT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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